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PEMUERINTAI KOTA MAGLLANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

HEDUDUKAN KEUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

DUNGAN RAHIMAT TUITAN YANG MAILIA ESA )
WALIKOTA MAGELANG,

Mbilltnhﬁ.llg s A h:ij]ﬂ'-‘ﬁ ih*ng_.-:u‘. iclah herlakunva Peratiran
Pemerintah Republikk Indonesin Nomor 110 Tahun
2000  tentung  Kedudukan  Keuangon Dewan

Henwvalkiilan H.,-;l-;_nﬂ Dacralr maka *l.;:lu 111L;1111i;tl.1

Ketnball Heratiivan Liacrabhy hvata ;Hi}-Hr'|HII${ OTTOT 8
Tahun 2000 tentane Kedudnkan Kennnean Ketua,
Wikl Ketus dan Angeola Devwan Penwakilan Ralyvat
Dacrali hota .‘;'I:L;‘,_';-..i.ua*;. -

b, bahwa Dewan Perwakilan Rakvat Daerah sebagai
Bad:sin Legislatif Daciah berkedudukan sejajar dan
pae b ot dacy Pemermiah Dacraly s

c. bhahwa untuk melaksanakan penyvesuaian maten
schagaimana  dumaksid  tersebnt di atas perin
menyvisun dan wenetapkan Kewball Peraturan
Dacrah hota  Magelang tentang  hedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Magcelang.

Mengingat ¢ 1. Undang-undang  Nomor 17 ‘Tahun 1950 tentang
Pembenmbkan Daemhb-daembh Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinst Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jeawr Baral

2. Undang — undang Nomor 8 Tahun 1974 tantang
Pokok-pokok  KRepegawaian  vang  ielabh  diabaly
terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tabian
199y entang  Porubahan Aras Undang-undang
Nomair & Tahun 1974 ientang Pokok- I}-;-.]-{ Ok
i{up::guwﬂiuli (Lembaran Neguru Tahun 1999 Nowmorn
169 Tambahan Lembaran Negara Nomor DHE90)

D l_JHLi..'_LLI.i._.'LlllLIdH'!;_L sowor 4 Tahun 1999 tentang
Susunan dan kedudukan Majelis Permusvawaratan
Rakyvat, Doewan lerwakilan Rakyat dan  Dowan
Perwakilan Rakyat Daemh {Lembaran Negara Tahun
1909 Nomor :‘I"i, Tambahan Lembaran Ni’_‘fﬂ.ﬂrﬂ Nomor
3811),;

4. Undang,........
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. ®-Uundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
e h:
Nernntahan  Daemh ( Lembarman Negara Tabun

L | )
’liH ;[: ]I‘u_rtmu 00, Tambahan Lembararn Nepara Nomor

Hntfrmg; nml:m!: Nomor 25 Tahun 1999 tentang
P““"'"c"!}:uu Renangan  antara Pemerintah  Pusat
ﬂ:m Daeral (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
/2, Tambahan Lembaran Negara Nomor ABAR)

I-l“*lH“H'“!H.l:mg Nowmor 28 Tabun 1999 tentang
P"“}"'h'f'm{:lrn Negara yang Bersih dan Bebas dari
Iuﬂ'li[]"*ﬂ, Kaliusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara

Mo 1999 Nomor 75, Tambahian Lembatan Negata
Nomor 3851 ) :

L - - ) ' ) -
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59

Taliun 2000 lentang  Perubahian  atas  Peratwan
Pemenntah Nomor 9 Tahun 1980 icntang Hak
Hl’,‘ll?ihﬁ:inf Administahf ke PHIH []:_-Ir_‘rﬂhfWHk“
he padi Daerahh dan Bekus Repuda Dacruli/ Bekas
Wakil Kepala Daerah scrta Janda/Dudanva
scbagaimana teclah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
L993( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12 112 5

Peraturan Pemcrintah Republik Indonesia Nomor
105 Tahun 2000 tentang Pengelolnnn  dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambaban
Lembaran Negara Nomor 4022 ):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
109 Nowor 2000 fenlang Kedudukan Keuangan
kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Tahun 210, Tambahan
Lewbaran Negara Nowor 428) ;

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia  Nomor
110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyal Daerahh ( Lewbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211 );

Dengan perselujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
KEDUDURKAN KREUANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1............
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Pasal 1
et Peraluran Daeryl, 1111} Yy dismaksud dengan
4. DNacrah adalah Kot M;;?;-_I;,np . .

b. Pemerintah Dacrah adalan K

cp )z : . ;
Otonom yang kun selyaggy, Pala Dacrah beserta Perangkat Daerah

Baduan kksekutil Daeruah Kols Magelanyg
c. Dewan Penwakilan Raloyny Daerah

Magelang merupakan Badan sclinjuinya disebut DPRD Kota

Legislatif Daerah -
d. kepala Dacrah adalah Walikota

dibantu oleh seormng w; scbhagar Kepala Lksekutif yang

tkal Kepala Daerah
e. Walikota adalah Walikon Magelang ;

. wakil Walikota adalah wakil Walikota Magelang

g Puupuran DPRD  adalah Ketug dan Wakil-wakil Ketus Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kotg Magelang ;

h. Angﬂ“‘f* DERD  adalah mereka vang dirrsmikan keanggotaannya
5:_-1,!11}5111 ﬂllgglﬁlu DPHD I{ui_a MEIHE']}LIIE t]ﬂjj [{*1:—_-111 Luf_'ugur_'dpkdu

;;mr;lpkahj_]anji berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang
wilaku ;

i. Sckuctariat DPRD  adalaly Perangkat Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah yvang membantu Dewan Perwakilan Rakyvat Daecrah dalam
menyelenggarmkan thiegAas dan KEWENANgannya ;

J- Sekretaris DPRD adalaly pejabat vang memimpin Sekretariat DPRD
vang diangkat olch Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil vang
mremenihi persvaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam
melaksanakan tugasnya berada  dibawah dan bertangguagjawab
kepada Pumpinan DPRD ;

kK. Uang Nepresentase adalah Uang vang diberikan  kepada Pimpinan
dan Auggota Dewan Perwakilin Rakyat Daerah schubungan dengan
kedudukannvya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;

. Uang Paket adalah Uang vang diberikan Kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD dukun weughadint dan mengikuti rapat-rapat yang
terdiri dan uang transport local dan uang makan ;

m. ‘linjangan .labatan adalah vang yang dibenkan kepada Pimpinan
DPRD kiuena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;

n. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang  diberikan kepada
Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua,
Wakil Ketua. Sekretaris dan Anggolu Komisi |

0. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota
DPRD sehubungan dengan kedudukannva sebagai Ketua, Wakil
Ketua, Sekuetaris dan Anggota Panita |

P. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk

menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD ;

q. Tunjangan.......
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R : |
Pimpinan  dan "‘-115"?!!!1 Funjangan vang dibenkan ke pudu
membavar Pajak pe ngh i;t-“ i Perwakilan R: tkvat Daerah guna

A%
vauug berkaku; A sesuai dengan ketentuan Pe pajakan
Tunjangan  Perbaikn

r_ . M n P =2

kepada Pimpinan dan A, tnghasilan  adalah uang vang dibenkan
'RROA DPRD untuk menambah penghasilan;

vang disediakan untuk  membiavai

ptuhtlua.u e lug hLlhlful uu.n] g kewibawaan DPRD:

ebis BAD 11
JUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

F*-"'lf-.!:i-‘n"h I'crtama

Penghasilan Tetap
Pasal 2
Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri

a. Uang Representas;j
b. Uang I'akct

¢. Tunjangan Jabatan -
d. Tunpugan Kowisi -
c. Tunjangan Khusus -

. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
Pasal 3

(1)  Mimpinan dan Anggota DPRD mencrima llang Representasi.

(2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD sctinggi-tingginya
60 % (cnam pulub per seratus) dan gaji pokok Waliko ta.

(3) Resamya Unng Representasi Wakil Ketua DPRD sefinggi-tingginya
90 % (sembldan puluh perseratus) dari nang Representasi Ketua
DPRD.

(1)  Besarnya Uang Representasi Anggota DPRD setinggi-tingginya 80
% (delapan puluh per seratus) darni Uang Representasi Ketua

DPRID.
(3)  Selain llang Representasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

diberkan T'unangan Keluarga dan Tunjungan Beras,

(6) Tunjangan scbagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini,
besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai

Negen Sipal.
Pasal 4

(1} Pumpinan dan Anggota DPRD dibecnkan Uang Paket.

(2) Brﬂﬂn]}"] Uang Paket scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
i, paling tinggr 25 % (dua puluh lima per seratus ) dari Uang

Representasi yang bersangkutan.
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Pasal 5

- iy I
(1) hepida Punpinun 1pgy) thberkan Turganpan Jubntan.

Hesauanmva Tuniane- :
) JFangan Jabatgy sehbagnimana dimaksud ayat (1)

Pasal i, pali; | =M o
M 1 IR ungpi 50 o (hhma puluh perseratus) dan Uang
Represtenlas yanp In'nmn]_-_h_"m“

['u‘h{d ()

(1) Bagl Anggota DPRD tnlam |
hetua,  Sekretaris  dan
komisi.

cedudukannya sebagni Keman, Walal
Anggota  Koonsi diberikan  Tunjangan

i f gim s il - § rl o " -+ ! :
(2 Hit Uy Illﬂ_lr-l.l’l‘[{dll Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal un, sebhapu benkgt -

a. khetua paling tinggi 20 9 (dua puluh per seratus ) dan
Tunjangan Jabatan Ketua DIFRD

b. ‘-"u'uh_ll hetua  paling tuggr 15 % (lima belas per scratus ) dan

Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

c. Sekmtans paling tingn 15 %, (ima helas per seramis) dan
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

d. Angyola paling Ungwi 10 % (sepulub per seralus ) dan
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

Bayi Punpinan dan Anggola DPRD dibenkan Tunjuugan Khusus.

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan
Penghasilan yang besarmya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi
Pepawm Nepgern Sipil

Bagian Kedua
Tunjangan Panitia

Pasal 9

(1) Anggota DPRD dala kedudukaunya sebagai Ketuua, Wakil Kelua,
Sckretans dan Anggota Panitia dibenkan Tunjangan NPanitia.

(2) Besaruya Tunjangan Panitia scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
nu dile Lapkan sebagai benkul
a. Ketua paling tinggt 15 % (lima belas per seratus) dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD

b. Wakil Ketua paling unggt 10 % (sepuluh per secratus) dan
Tunjangan Jahatan Ketua DPRD |

C. Sckretaris........
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: Unge: 10 9% (se -
Tunjangan Jabatay ]{jﬁl-, II.'IJI*H;} -|"E-:."-".I.I"Illll|] per seratus ) dari

c. Sckretanis paling

d. Anggotn I‘h:t]i“E Hhooi = _
TR ‘_’j.'-;'l ) f_.l:,a N A - » .
Jubabaan ke oy DKL), o (lma Per seratus) dan Tunppngan

- Baginn Ketiga
Punnang ay, esepadile ran
Pasal 10)

(1) Untuk pemeliharaan kes

chatan dan pengobatan, kepada Pimpinan
dan Anggota DPR pcng , kepada Pimp

1) dibenkan 'I'llllenan krsrhatan.

nnpEanegan lkeschat; shaaa: -
(2) '_h JANE veschatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
i1, dhibenkan dalam bentuk
i, Juiumnan asaansi,
» -
b. Bantuan pcmehharan keschatan:
¢. Pemenksaan Kesehatan

(3) ”fil'-‘.i Pinpinan dan Anggota DPIRD serta keluarganya, diberikan
biayva perawatan dan pengobatan sesuai dengan bukti-bukti yang
sah atas beban Anggaran Daerah.

Pasal 11

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli
waris dibenkan .

. Unng duka walal sebesar S (hunn) kali uang Representas: atau apabila
meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan nang daka

tewas sebesar 10 (sepululy) kalh nang Repiesentasi,

b. Bauluan biays pengangkatan jeneah dan pemakanan,

Pasal 12

(1) Ketua DPRD disediakan mimah jabatan bheserta perlengkapannya
dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.

(2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit
kendaraan dinas.

(3) Biaya peweliharaan ruwah  ubatan  beserla perleugkapan dan
kendaraan dinas sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Pasal ini dibebankan kepada APBD.

(4) Bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD dibenkan uang perawatan
rumah, telephone, gas, listrik dan air bersih yang hesamya ;

a Wakil Kctua RI’. 400.000,00 ( cmpat ratus nbu rupiah ) per
bulan per orang.

b. Anggota DPRD RP. 300.000,00 {( tiga ratus nbu rupiah ) per
bulan per orang.

(5) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinva,
rumah jabatan beserta perlengkapan  dan  kendaraan  dinas
diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemenntah

Daerah.
acrah Pasal 13 ...............
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BRI 10 % (sepul | e ;
ibatan Ketua ppRp - puluhy per seratus ) darn
d. Anggotn |mlinﬂ Tingei 5 o s :

Jrabalan et I]}-‘Hnl; ‘o (lima per seratus) dan Tunjangan

C. Ht.'kl_!:'lnzih paling 1y,
Tunjangan J:

N Bagian Ketiga
luu]mlgun hesejahileraan
Pasal 10

(1) Untuk pemeliharaan kesehatan dar

" 1 ngob: 2 ‘Al " 1
dan Anggota DPRD diberikan Tunj pcngobalan, kepada Puimpinan

angan Kesehatan.

9 Tuniangan hesce . ol : :
'.3) Iu_nj g vcachatan hrh.agannana dimaksid pada ayat (1) Masal
ini, dibenkan dalam bentuk - *

a. Junan asursi:

b. Bantuan pemeliharan kcschatan;
. )

¢. Pemenksaan Keschatan

(3) U_E:lﬂ-i Pimpinan dan Anggota DPIRD serta keluarganya, diberikan
biava perawatan dan pengobatan sesuai dengan bukti-bukti yang
sah atas beban Anggaran Daerah.

Pasal 11

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli
waris diberikan :

. Uang duka walal sebesar 5 (luua) kahh uang Represenlas: atau apabila
meninggal dunia dalam menjalankan migas diberikan nang duka
tewas sebesar 10 (sepuluh) kali uang Representasy

b. Buntuan biaya pengangkutan jenazaly dan pewnakaman.

Pasal 12

(1) Ketua DPRD disediakan mmah jabatan beserta perlengkapannya
dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.

(2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit
kendaraan dinas.

{3) Buaya pemehbaraan rurnab  jabatan beserta perlengkapan  dan

kendaman dinas sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal ini dibebankan kepada APBD.

(1 Bagi Wakil Ketua dan Anggota DI_T'RD d*ib:rikan uang perawatan
rumah, telephone, gas, listrik dan air bersih yang besamya :

a. Wakil Ketua RI'. 400.000,00 ( cmpat ratus nbu rupiah ) per
bulan per orang.
b. Anggota DPRD RP. 300.000,00 { tiga ratus ribu rupiah ) per
bulan per orang. |
(3) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa hhakuu_' va,
rmmah ‘Hh"'i.;ﬂ_]'] beserta perlengkapan dan kendaraan r.imas
discrahk;.u kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah

Daerah. Pasal 13......aaas0

_
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Pasa) 13

pimpinan dan Anggota DPRD
a psh | kah dalam 5 tahun.
, PSR 1 kali dalam | tahun,
.. PSH 2 kali dalam 1 tahyp.

dapat tljaedjukun pakaian dinas -

. Pa:
Hﬂgi I‘lm”jlrlﬂﬂ i]HIl A"mﬂ"ﬂ Vi asal 14

: , L 2 Ang telah he i :
perhenti antar waktu diberikan Tuﬂjﬂnl 'H;rﬁ}m Inasa J:uhuturuxya atau
Letentuan yang berlaku, BAR rna Bhakti sesuai dengan

Pasal 15

1 Pimpin
(1) Bag) pman  dan Anggot
keanggotaannv - - a4 DPRD yan berakhir
242 va diberikan Pesangon sebesar ?{] | Sepihih ]m:::;:

uang representasi
‘ an yang | '
} berhenti antar ' :
"y L] « = i A wa
pesangon schesar 5 (lima) kalj uang representasi tu iberilan

(2) Bagi Pumpinan dan Anggota DPR
. : 'RD yang telah be |
keanggotaannya tidak diberikan pEHHI‘lgE{}I'I apﬂbi;gﬂl:n}u;mlmg::ii

ketentuan  Perundan
. : g-undan
mempunyeail kekuatan hukum :iﬂlf:; Fﬂ.‘r:t‘j"!% berlaku  dan telah

Pasal 16

Bagi Pl.mpmﬂn dﬂ.l'l Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya yang
besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Biaya Kegiatan

Pasal 18

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja
Sekretariat DPRD disediakan :
4. Belanja Pegawai ;
b. Belanja Barang ;
C. Belanja Perjalanan Dinas ;
d. Biaya Pemeliharaan ;
€. Biaya Penunjang Kegiatan ;

(2) Besarnya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan
klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
4. sampai dengan Rp. 2,00 milyar paling rendah Rp. 75 juta dan
paling tinggi sebesar 5 % ;
b. di atas Rp. 2,00 milyar sampai dengan Rp. 5,00 milyar paling
rendah Rp. 100 juta dan paling tinggi sebesar 4 % .
G Ol BEAR. .. i
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C. Llf ”:_”r lf;p -;:_U'U" l“lh’ul Hu_uqmi tj.:-"H“” Hl—'- ll_l_i_H} l].lj]_"r'lﬂ' p.ilLIlﬂ
rendall Kp. 200 juta dan paling tinggi schesar 3 % ;

d. di atas Rp. 10,00 milyar sampal dengnn Rp. 20,00 milyar paling,

rendabn Kpo 300 yuts g prahing Lneey sebesar 2 Yo ;

c. i ”“_m I_"'EF'- 20,00 milyar sampa dengan Rp. 50,00 milyar paling
rendah Bp. 400 mta dan paling unggi schesar 1 %% ¢

. da H:uﬂ Ip. 2000 milyar sampm dengan Kp. 150,00 milyar paling
rendah Rp. 500 juta dan paling tingg: sebesar 0,75 % ;

g. h atas K. 150,000 mlvar sumnpal dengan Kp, 500 milyar ]'L'-llinl'-_l
icndah Kp.1,125 wyar dan paling tumgg 0,50 % ;

L. ““_‘1‘* Rp. 500 tlyiag paling rendali Rp. 2,5 mnlyvar dan paling
nnge 0,300 Y.

AL 1
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 19
Berdasarkan pedoman  yang diatur dalam Peraturan Daerah 1,
Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD menyusun Rencana Anggaran
Belanja DPRD.

Pasal 20
Anggaran Delanja DPRD dan Sekretanat DPRD merupakan bagian yang
luduk terpisahkan dan Anggaran Pendapatan dan Belunja Daerah.

Pansal 21

Pengeluaran yang tumbul sebagan alabat Peraturan Daerah im menjadi
beban Anggaran Pendapatan dan Belanga Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 22

Dengan berlakunva Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Daemh Kota
Mﬂﬂf“lﬂllg Nomor 8 Tahun 2000 trntang Kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Kelua dan Anggotn Dewuan Perwakilun Rakval Daerulh Kola
Magelang dinyatakan tdak berlakn lagn.
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Pasal 23
Feraturan Daerah ini ms |
‘ aerah ini mulai berlakag sejak Tahun Anggaran 2001,

‘.I"'-,g‘: T S111AAvVS SO
I P orang dapat menpetabuinya, memenntahkan

penguudiugan  Peratug: i [

acitahe i dengan pencmpatannva  dalam
Lembaran Dacrah Kota M- rel: ;

\nge.

[n=ahkan di Magelang
pada tanggal 28 Me 200 1]

WALIKOTA MAGELANG

\jéi/m%l

. FAHRIYANTO

éﬁv

!

Diundangkan di Magclan

pada tanggal 1 Juni |
SEKRETARIS DAER: TA MAGELANG

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2001 NOMOR 47
SERT D NOMOR
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i)

PENJELASBAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOCR 8 TAHUN 2001

TENTANG

HEDUDUKAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN KCGTA MAGELANG

. PENJELASAN UMUM

:""‘f":'f'?-fr'*"-lll”"“-'i ditegaskan dalam ndang-undang Nomor 4 Tabian
‘I"]*“f‘ twentang  Susunan dan Kedoad ok Migelis  Permnusyoawars lan
Kakvar, Dowan Merwakilan Rakvar dan Dowan I‘.‘::u.';ul-:ii.';n Rakvar
Daciah, hahwa ‘-'.“‘?“r-'*.f“_fll leinbaga peiwakiian rakvat di Daerah, HP-H'I.J
wmelaksanakan fuugsi legislauve  scepenulio i -acimgm penjeluaan
kedantatan rakvat di Daerah dan berkedndiukan sejajar schasal mitra
Pemcrintah Daerah.,

CUich Karena iy, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada
Lrowes Pemwakilan Rakvat Daerah perlu diberikan hak hal: kenanegan
doin stinmmistrative yvang diatur dalam Kedudukan Neuang:m Dewan
Perwakilan Rakvat [Daerah  vang mempertunbangkan pada

kemampuan kenangan doerah dan aspek keadidan dikaitkan dengan \
tugas, Kewcopangan  dan langeang jawab dalam e laksanzk g
legislasi, pengmwasan dan anggaran.
Alas dasar terscbul dr alas dan dengan herlakonva Peraloureag
Vemernintan Repablik Indonesia Nomor 110 Tabun 206G perh 1
ditetapkan dan diatur kembali Kedudukan Ketiangan  Dewan ‘
Perwakilan Rakvat Daciahi.

|

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ,.

s Pl (i e
Pasal 1 . L uUukKuUp jcias. |
- crun g Benme  $Fralonw s an S e ' » _— :
'asal 2 - I_J.'T.;;.if;-.l.':'_b.u_.' Woidp :-1:.11{_"1'.1_'!_51 DI’RD terdir dagg 'ﬂ.T;.L[lﬂ '
Representast, tang Paket, Tunjangan  Jabatan, "
1 oungnangan Fhusus «dan T Hnjangan Perbnailean _;

Peupimsiiann,
Penghastian Tetap Anggota DPRD terdini dari Uang
pepresentasy,  Lang  Paket, Tunjangan ROiS|,
Tunjangan  Khusus  dan Tunjanean  Perbaikan
Penghasilan.

- =

~ g - {_;ukup _jEIHE- [

J . !
[ -I'.J.:.!-E.l.l u_ib -

PAsal Q....ovvvvisies
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Pasal 4
Avat (1)

Pasal 5 s/d
Pusal B

Pasal 9
Ayat (1)

Ayat (2)
*asal 10

Avat (1)
Ayat (2)

Avat (3)

Masal 11
Huruf a

[luraf b

Pasal 12
Avat (1)

Avat (2) s/d
Ayat (4)

Ayat (5)

Pasal 13

Pasal 14

l'unjangan Purna UBhakti® adalah ‘l'unjangan yang

::;:ﬂ?*;:t::akﬁ"d IIHH_F- I.'f*k” 'l"l-'-il;-lm ketentuan an
Piraii ’“’”iﬂ yang diberikan setiap bulan kepada
r-'-_l[‘.i:'if'[HuL,[ o AHH’HTJI“ DPED wntuk menghadin
Uit At dinss di dalam kata,

ld'. -5 Tapdtrapat dinas di luar kota diberikan
.1'1:1";:[ Peijalanan dumas sesual dengan ketentuan
Yang berlakayg (; Daereh. -

Cukup jelas,

F:m?tin yang dimaksnd ayat ini adalah Panitin-
panita sebagai alat kelengkapan DPRD yang
(lillil:;%lgmk dan disahkan oleh Rapat Paripurna

),

Cnakup jclas

Cukup jelas.

a. Janunan asuransi yang diberikan setara dengan
kelentuan vang berlaku bapg Pegawal Negen Sipu
Golongan |V

b. Bantuan pewclibharan kesehatan disesuaikan
dengan kemampuan Keuangan Dacrah.

Cc. Pemenksaan  keschatan dilakukan setiap 6
(cuaw) bulw sekall duumah sakil Pewennba.

Cukup jclas.

Cukup jclas.

Biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman
diberikan Kepada pimpinan atau  Anggota yang
tewas dalam menjalankan tugas.

Rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud
tdauk wewah dan disesuaikan deogan kemanpuan
kewanpan dacral,

Cukup jelas.
Penverahan rumah jabatan beserta
perlengkapannya dan kendaraan dinas

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sctclah
berakhimvya jJabatan,

Cukup jelas.

diberikan kepeads Punpwman dan Anggota [Dewan
Perwakilan Rakvat Daerahh setelah berakhiunya
masa bhakti/masa keanggotaannva atau berhenti
antar waktu scsuai ketentuan vang beriaku.

Scanned by TapScanner



pasal 15 s/d
[‘,..-_-'.;i] ]T

Cukup jelas,

I"';'-.i....illl 15

-"‘.1""“ (1) a. 1l"*"‘“‘-lh". himaksud Delania Pegawal pocla Fasal 1ni

acalaly Beliuju Peguw ai Sekaeaial DPRD.

b. Yang dunaksid bBiclanja Harang adalabh belanga

biviny duy, jasa vang diperlukan Sckretariat

DIRD untuk menunjang kegiatan DPRD.

- Yang dumaksud lelanja Perjalinan Dinas adalah
bhinva peralanan dmas Pimpinan dan Anggota
DI'ICD serta Sckretanat DI'RD de ngan stand:aut
vang disesyrnkan kemampuan keunngan
dAacmh (lan ]‘l-’lllﬂﬁ nnggEn s flenpgnn ketentunn
petabinan dinas vang berhdea bag Pegaw
Negen Sipil golongan 1V, disamping itu juga
dibernikan biava perjalanan tetap.

Penjoalanan Dinas Sekivlanatl DPRD disesuaikan
denean kotentoan perjalanan dinas e AWA
Meger) Sipil
d. Yany dusaksud Buva Pemeliliinuan adabal by
pemeliharaan mimah jabhatan dan kendaraan
duis Retua dan Wakil Ketua DPRD scita s<aadid
dan prasamna perkantoran Sckretanat DIPRID.

. Yang dimaksud Duva Peounjang  Reguatan

adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang

udak terduga dan penyeduaan tcnaga ahlh scrta
pemngkatan kapasias legisiatd.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 14 : Rencana Anggaran dimaksud dibahas bersama 1
dengan Eksckuul untuk seluangutnyva dicantunkan
dalam RADPED. Sctelah APED ductapkan dengan
Peraturan RETS R AETT tll!c!up{ﬂk:ﬂl dalam
Lembaran Dacrah, DPRD menctapkan keputusan
DFRD sebaga dasar pelaksananan oleh Sekrmrtans
DPRED.

Pasal 20 . hetentuan 1l berart bahwa pcagajual,
pembahasan usulan anggarnn DPRD diberlalkcukan
sama scpert usulan anggaran perangkat dacrah
lainny:. Drengan demikian Liporan
pertanggunglawaban keuangan DPRD  «inn
Selartanat DPRED lenussubk bagua dan laporsn
pertanggunggnwaban akhir tahun Kepala Daerah

dalkun 1angka penvelenggaraan  pemerintahan
duerdr.

Pasal 21 s/d
Pasal 23 . Cukup jelas.
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